BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR Zﬂ TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 30 TAHUN
2010 TENTANG PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,

DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan

Mengingat :
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Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD, perlu merubah Peraturan Bupati Musi
Rawas Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3298);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Internasional tentang Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari APBD;
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Menetapkan
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Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi
Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PEMELIHARAAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30
Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat

Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (Berita Daerah

_Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 98), diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21
berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 21

(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga
kerukunan nasional dan memelihara ketentraman
dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan
kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB
dan pengaturan pendirian rumah ibadat di
Kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

(2) Dalam menjalankan tugasnya FKUB dan Dewan
Penasehat FKUB dapat diberikan honorarium
setiap bulan selama masa jabatannya dengan
besaran honorarium disesuaikan kemampuan
keuangan daerah.

(3) Pendanaan bagi FKUB sebagaimana dimaksud ayat
(1) dapat dilakukan melalui belanja hibah dengan
mempedomani ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang hibah dan bantuan sosial.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi
Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 4 Ayt 2021

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD
Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 4 Agmus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

EDI ISWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR.A




